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KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENGATURAN 
PELANGGARAN BATAS KECEPATAN KENDARAAN BERMOTOR 
DAN PENEGAKAN HUKUMNYA  




Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap 
pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor serta menganalisa penegakan 
hukumnya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. Penelitian 
dilaksanakan di Satlantas Polres Wonogiri. Sumber data menggunakan data 
primer. Teknis analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: kebijakan hukum pidana memberikan sanksi terhadap 
pelanggaran batas kecepatan guna memberikan efek jera. Sementara penegakan 
hukum berupa tindak langsung terhadap pelanggar batas kecepatan tidak 
dilaksanakan oleh pihak kepolisian lalu lintas. Kendala-kendala pihak kepolisian 
lalu lintas dalam proses penegakan hukum pelanggaran batas kecepatan  adalah: 
(1) Pengetahuan masyarakat masih kurang terhadap aturan batas kecepatan; (2) 
Tidak tersedianya alat pengukur batas kecepatan kendaraan bermotor; (3) Jumlah 
kendaraan bermotor semakin banyak menyulitkan pihak kepolisian melakukan 
penindakan aturan batas kecepatan.  
 
Kata Kunci: kebijakan hukum pidana terhadap pelanggaran batas keceparan, 







The purpose of this study was to analyze the criminal law policy on violation of 
motor vehicle speed limits and its law enforcement. This is an empirical legal 
research. It was conducted at The Traffic Police Command in Wonogiri District. It 
uses primary data as the data source with qualitative analysis technique. The 
results showed that: the criminal law policy is imposing sanctions against 
violation of speed limits as some deterrence. Meanwhile the law enforcement in 
the form of punishment against violators of speed limits is not enforced by the 
traffic police. The Hurdles in law enforcement of speed limits violation: (1) 
Society lacks knowledge of speed limits rule; (2) There are no speed limits 
detection device; (3) The increasing number of motor vehicles is complicating the 
police to enforce the speed limit rules. 
  
Keywords: criminal law policy against speed limit violation, speed limits 




Pelanggaran aturan batas kecepatan kendaraan bermotor masuk dalam lima 
pelanggaran dengan jumlah tertinggi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas 
untuk triwulan terakhir di Indonesia.
1
 Selama ini masyarakat belum banyak 
menyadari bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu jenis tindak 
pidana. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang 
dilarang dan diancam dengan tindak pidana, terhadap barang siapa melanggar 
larangan tersebut. Dengan demikian dapat diketahui suatu pelanggaran dikatakan 




Menyadari pentingnya menanggulangi pelanggaran lalu lintas tersebut, 
maka perlu dihadirkan regulasi yang diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya termuat dalam 
Pasal 287 ayat (5) terkait pelanggaran aturan batas kecepatan, yang selengkapnya 
berbunyi: 
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 
115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) 
bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah).” 
 
                                                          
1
 Data Laka dari Korlantas Polri dalam triwulan terakhir tentang  setiap pengemudi ranmor 
yang melanggar aturan batas Kecepatan Maksimum dan Minimum Pasal 287 Ayat (5) jo Pasal 106 
Ayat (4) e atau Pasal 115.a UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan yang 
menyebabkan kecelakaan: Pengemudi Truk  sebanyak 121 Laka, Bis 40 Laka, Mobil 276 Laka, 
Sepeda Motor 1,621 Laka. Sumber: http://www.korlantas-irsms.info/graph/violationTypeData 
diakses tanggal 20 September 2016 pukul 16.00 WIB. 
2
 Erdianto Effendi, 2014, Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 98. 
Unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, perbuatan itu 
di harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu bertentangan 
dengan hukum, dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan, perbuatan itu harus 
dapat dipersalahkan kepada si pembuat. 
Lihat juga Ibid. hal. 100. Kelsen dalam bukunya Teori Murni Tentang Hukum, menyatakan 
bahwa perbuatan manusia tertentu adalah delik karena tata hukum melekatkan kepada perbuatan 
ini sebagai kondisi, suatu sanksi sebagai konsekensinya. Di dalam teori hukum pidana tradisional 
tindak pidana dapat dibedakan dari tingkat ketercelaan berdasarkan pengertian mala in se, yakni 
perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat, dan mala prohibita, yakni perbuatan yang 
dianggap jahat hanya karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tata sosial positif. 
 3 
Pada prinsipnya penegakan hukum mengenai aturan batas kecepatan 
mempunyai orientasi yang sama dengan mekanisme penegakan hukum pada 
hakekatnya.
3
 Keberadaan polisi yang berbatasan langsung kepada masyarakat 
sebagai pihak yang salah satu fungsinya menegakan hukum diharapkan mampu 
melaksanakan tugasnya secara optimal.
4
 Namun terkait masalah penegakan 
hukum pelanggaran aturan batas kecepatan belum membuahkan hasil yang 
optimal, padahal jelas didalam materi pasal tentang pelanggaran aturan batas 
kecepatan termuat sanksi. Penerapan sanksi inilah esensi utama dari hukum positif 
yang memaksa.
5
 Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut penulis 
tertarik memfokuskan pembahasan masalah lebih lanjut ke dalam sebuah skripsi 
dengan judul : Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Batas Kecepatan 
Kendaraan Bermotor Dan Penegakan Hukumnya (Studi Kasus Di Satlantas Polres 
Wonogiri). 
Adapun permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
Pertama, bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pelanggaran batas 
                                                          
3
 Lihat Dalam Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum”,   
(http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf) diakses tanggal 24 April 
2015 pukul 14.00 WIB. “Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan 
untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang 
luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang 
bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan 
oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.”  
Lihat juga Soerjono Soekanto,  1987, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, Jakarta: Bina 
Aksara, hal. 9. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum (law enforcement) menghendaki 
empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya 
fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat 
yang terkena peraturan itu. 
4
 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  Negara Republik  Indonesia. Pasal 5 
ayat (1) menjelaskan bahwa: ”Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang 
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka 
terpeliharanya keamanan dalam negeri”.  
5
 Hans Kelsen, 2011, Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif, Bandung: 
Nusa Media, hal. 71.  “Dengan sanksilah maka dapat dibedakan antara norma hukum dengan 
norma lainnya  sebagaimana dikatakan oleh  Hans Kelsen berikut, bahwa : Perbedaan mendasar 
antara hukum dan moral adalah : hukum merupakan tatanan pemaksa, yakni sebuah tatanan norma 
yang berupaya mewujudkan perilaku tertentu dengan memberikan tindakan paksa yang diorganisir 
secara sosial kepada perilaku yang sebaliknya; sedangkan moral merupakan tatanan sosial yang 
tidak memiliki sanksi semacam itu. Sanksi dari tatanan moral hanyalah kesetujuan atas perilaku 
yang sesuai norma dan ketidaksetujuan terhadap perilaku  yang bertentangan dengan norma, dan 
tidak ada tindakan paksa yang diterapkan sebagai sanksi. 
 4 
kecepatan kendaraan bermotor? Kedua, bagaimana implementasi penegakan 
hukum pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres 
Wonogiri? Ketiga, apa saja kendala-kendala pihak kepolisian lalu lintas dalam 
proses penegakan hukum pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor di 
wilayah hukum Polres Wonogiri? 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan hukum pidana 
terhadap pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor, menganalisa 
penegakan hukumnya serta mengetahui kendala-kendala pihak kepolisian, 
khususnya polisi lalu lintas dalam menegakkan hukum pelanggaran batas 
kecepatan.  
Kebijakan hukum pidana digunakan untuk mengekspresikan apa yang 
terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
6
 
Untuk selanjutnya menjadi aturan hukum pidana yang melekat sanksi pidana dan 
diimplementasikan dalam bentuk penegakan hukum oleh aparat penegak hukum 
terhadap aturan tersebut dalam hal ini pelanggaran aturan batas kecepatan.  
 
2. METODE 
Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris.
7
 Penelitian 
dilakukan terhadap kebijakan hukum pidana berimplikasi terhadap penegakan 
hukum aturan batas kecepatan di Wonogiri. Jenis penelitian yang digunakan 
penulis adalah penulisan yang bersifat diskriptif.
8
 Penelitian diskriptif ditujukan 
untuk memaparkan segala sesuatu yang nyata tentang kebijakan hukum pidana 
yang berdaya guna dalam pengaturan batas kecepatan kendaraan bermotor berikut 
penegakan hukum terhadap aturan batas kecepatan kendaraan bermotor oleh pihak 
kepolisian. 
                                                          
6
 Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru, hal. 
20. 
7
 Penelitian hukum yuridis empiris adalah penelitian hukum yang mengamati bagaimana 
reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Dalam 
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,  2015,  Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 47. 
8
 Penulisan bersifat diskriptif adalah penelitian untuk memberikan data yang seteliti mungkin 
tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya yaitu mempertegas hipotesa-
hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun 
teori-teori baru. Dalam Soerjono Soekanto, 1996,  Op.Cit., hal. 10. 
 5 
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Satlantas Polres 
Wonogiri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang diperoleh 
secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni hasil wawancara 
Polantas Polres Wonogiri, Pegawai Dishub Wonogiri dan masyarakat pengguna 
jalan raya dan ditunjang dengan data sekunder. Sementara teknis analisis data 
menggunakan analisis kualitatif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Batas Kecepatan 
Kendaraan Bermotor 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana  adalah dengan 
mencantumkan perbuatan-perbuatan pidana dalam satu bab tersendiri yakni Bab 
XX tentang Ketentuan Pidana. 
Penentuan akan adanya suatu tindak pidana yang ada di dalam Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut di 
atas sejalan dengan pendapat Simons yang menjelaskan straafbaar feit sebagai 
suatu tindakan melanggar hukum, karena pembuat telah melanggar suatu larangan 
atau keharusan dari pembentuk undang undang.
9
  
 Perumusan pelanggaran batas kecepatan dalam Undang-undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat diklasifikasikan 
atau digunakan untuk menjangkau delik tersebut adalah ketentuan yang terdapat 
dalam Pasal 287 ayat (5) yang diatur dalam Bab XX tentang Ketentuan Pidana. 
Dimasukkannya pelanggaran batas kecepatan dalam kelompok tindak pidana 
tersebut karena pelanggaran batas kecepatan dapat dinilai membahayakan 
pengemudi kendaraan bermotor maupun pengguna jalan yang lain. Kecepatan 
kendaraan bermotor yang melebihi aturan yang telah disesuaikan oleh rambu-
                                                          
9
 PAF Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya 
Bakti, hal. 185. Simons berpandangan bahwa tindak pidana dipandang ada apabila suatu perbuatan 
sudah sesuai dengan isi rumusan undang-undang. Dari pendapat tersebut maka suatu perbuatan 
yang dinyatakan sebagai tindak pidana apabila telah menyalahi dan bertentangan dengan rumusan 
undang-undang atau dengan kata lain tindak pidana identik dengan melawan undang-undang atau 
hukum tertulis.   
 6 
rambu batas kecepatan dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Adapun 
ketentuan Pasal 287 ayat (5) selengkapnya berbunyi sebagai berikut: 
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 
huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau 
denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).” 
 
Idealnya peraturan hukum dan undang-undang yang mengancamkan sanksi 
terhadap berbagai jenis kejahatan maupun pelanggaran, seyogianya dilakukan 
sosialisasi yang maksimal di dalam masyarakat, sehingga baik kehadirannya 
maupun isi aturannya diketahui oleh sebanyak-banyaknya warga masyarakat. 
Artinya bahwa sosialisasi undang-undang merupakan proses dalam penegakan 
hukum, karena bertujuan: (1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui 
kehadiran suatu undang atau peraturan; (2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat 
mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan; (3) Bagaimana agar warga 
masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang 
dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut.
 10
 
Ditinjau dari segi materi ataupun pelaksanaannya Pasal 287 ayat 5 Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
menghendaki “penegakan hukum” terhadap pelanggar aturan batas kecepatan atau 
dengan kata lain pengendara kendaraan bermotor harus memacu kecepatan 
kendaraannya sesuai aturan batas kecepatan yang ditentukan, apabila melanggar 
aturan batas kecepatan maka tegas dalam pasal tersebut dikenai sanksi pidana.  
Pengaturan dan penerapan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memang diperlukan. Hal ini 
ditegaskan pada bagian penjelasan umum undang-undang tersebut, yakni bagi 
pelanggaran yang sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda 
yang relatif lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur 
kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Penjelasan undang-
                                                          
10
 Achamad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, 
Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 144. 
 7 
undang ini jelas dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku 
pelanggaran. 
Teori yang dikemukakan Cesarre Beccaria dan Jeremy Bentham dengan 
teorinya Deterrence Theory, menekankan pada aspek penghukuman atau aspek 
sistem peradilan pidana, yaitu mulai dari perumusan ancaman pidana, proses 
penyidikan, penuntutan, penegakan hukum, sampai dengan proses penjatuhan 
hukuman yang kesemuanya diarahkan terjadinya atau timbulnya efek deterrence 
atau jera sebagai tujuan utama. Kemudian dengan terciptanya efek deterrence atau 





Implementasi Penegakan Hukum Pelanggaran Batas Kecepatan Kendaraan 
Bermotor di Wilayah Hukum Polres Wonogiri  
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan terkait aturan batas kecepatan Pasal 287 ayat (5) yang maknanya berisi 
seorang pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar aturan batas kecepatan 
dikenai sanksi pidana, baik kurungan ataupun denda, terkesan materi muatan 
dalam pasal ini tidak mempunyai daya paksa, padahal didalam materi pasal 
tersebut dimasukkan sanksi pidana, yang mana sanksi pidana ini adalah sanksi 
yang dapat dipaksakan keberlakuannya. 
Menurut polisi lalu lintas polres Wonogiri yang bertugas dilapangan Bripka 
Yudi Liswandi dan Briptu Joko Setiono,  
“Proses penegakan hukum terhadap seseorang yang melanggar aturan batas 
kecepatan belum pernah dilaksanakan yakni berupa tindakan represif atau 
tindak langsung terhadap pelanggar dengan menerapkan sanksi denda 
maupun kurungan.”12 
 
Menurut IPTU Dirodo selaku Kaur Bin Ops Satlantas Polres Wonogiri 
(Kepala Bagian Pembinaan dan Operasional Satuan Polisi Lalu lintas Polres 
Wonogiri),  
                                                          
11
 Yesmil Anwar dan Adang, 2010, Kriminologi, Bandung: P.T. Refika Aditama, hal. 43.   
12
 Bripka Yudi Liswandi dan Briptu Joko Setiono , Polisi Lalu lintas Polres Wonogiri, 
Wawancara Pribadi, Wonogiri 20 Oktober 2016, pukul 14.30 WIB 
 8 
“Terkait dengan penegakan hukum aturan batas kecepatan di Wonogiri 
belum  dilaksanakan, artinya proses penegakan hukum seperti pemberian 
sanksi denda maupun pemberian sanksi pidana urung dilakukan. Selain itu 
aturan batas kecepatan ini hanya sebatas peraturan berupa himbauan berlalu 
lintas lewat rambu-rambu saja dan belum ada penerapan lebih lanjut terkait 
hal penegakan hukum pemberian sanksi apabila ada seorang yang 
melanggar.”13 
 
Menurut AKP Sri Anggono selaku Kasat Lantas Polres Wonogiri (Kepala 
Satuan Lalu Lintas Polres Wonogiri),  
“Tidak dipungkiri bahwa memang aturan batas kecepatan itu ada sanksi 
pidana yang harus ditegakkan akan tetapi kita pihak kepolisian belum 
mempunyai alat pendeteksi batas kecepatan, yakni speed gun. Alat ini yang 
saya tahu akan memberikan akurasi yang tepat ketika ada orang yang 
melanggar batas kecepatan, jadi dalam pembuktiannya polisi akan terbantu. 
Namun sejauh ini saya jadi Kasatlantas di Wilayah Wonogiri ini saya rasa 
kecenderungan orang untuk memacu kendaraannya melebihi batas 
kecepatan itu tidak ada, mengingat medan dan kontur jalan yang berkelok-
kelok, naik turun. Permasalahan lalu lintas yang terjadi lebih banyak pada 
kelengkapan kendaraan bermotor pada pengguna sepeda motor, misal tidak 
memakai helm, tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi serta permasalahan 
anak-anak muda yang memodifikasi sepeda motornya menjadi tidak standar 
pabrik.”14 
 
Pernyataan polisi lalu lintas Polres Wonogiri diatas secara garis besar 
memberikan penjelasan bahwa: pertama, polisi melakukan pembiaran 
pelanggaran batas kecepatan. Pernyataan dari Kasat lantas Polres Wonogiri yang 
meniadakan bentuk pelanggaran batas kecepatan di Wonogiri menurut 
subyektifitasnya adalah bentuk arogansi, karena beliau tidak berbicara 
berdasarkan data dan fakta serta terkesan menutup-nutupi kelemahan aparat 
penegak hukum dalam penegakan aturan batas kecepatan.  
Kedua, bahwa penegakan hukum terhadap masyarakat yang melanggar 
aturan batas kecepatan di Wonogiri tidak dilaksanakan dengan mengikuti 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Imbas dari penegakan 
hukum yang belum dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
                                                          
13
 IPTU Dirodo, Kaur Bin Ops Satlantas Polres Wonogiri (Kepala Bagian Pembinaan dan 
Operasional Satuan Polisi Lalu lintas Polres Wonogiri) Wawancara Pribadi, Wonogiri 20 Oktober 
2016, pukul 13.00 WIB 
14
 AKP Sri Anggono, Kasat Lantas Polres Wonogiri (Kepala Satuan Lalu Lintas Polres 
Wonogiri) Wawancara Pribadi, Wonogiri 9 November 2016, pukul 13.00 WIB 
 9 
yang berlaku ini adalah tidak terlaksananya salah satu fungsi hukum yaitu pada 
aspek kepastian hukum yang seharusnya ada dalam bentuk penegakan hukum dan 
pada kenyataannya tidak hadir didalamnya. Tanpa kepastian hukum, seseorang 
tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. 
Mengikuti pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief penegakan hukum 
merupakan perwujudan suatu sanksi pidana sebagai suatu proses perwujudan 
kebijakan. Kebijakan dalam hal ini adalah kebijakan hukum pidana yang terdiri 
dari tiga tahap untuk menghasilkan bentuk penegakan hukum yang rasional, 
yaitu:
15
 (1) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang; (2) Tahap 
pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan; dan (3) Tahap pelaksanaan 
pidana oleh aparat eksekusi pertama.  
Menurut Jimly Asshidiqie, bahwa ditinjau dari sudut subyeknya dalam arti 
luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap 
hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan 
sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan 






                                                          
15
 Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010,  Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: PT 
Alumni, hal. 173.  
Lihat juga Muchamad Iksan, 2012, Op.Cit., hal. 39. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan 
hukum mengatur suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. 
Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi 
kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan 
pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. 
16
 Husni Thamrin, 2014, Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif  Negara 
Hukum,http://untagbanyuwangi.ac.id/attachments/article/867/Dr.%20H.%20Husni%20Thamrin,%
20SH,%20MH,%20MM.pdf, diakses tanggal 28 September 2016 pukul 19.30 WIB,  Jurnal Ilmiah 
Proghresif, Vol.11 No.32, hal. 53.  
Lihat juga Soerjono Soekanto, 2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan 
Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo, hal. 8. Tolak ukur efektivitas penegakan hukum menurut 
Soerjono Sukanto harus dikaitkan dengan pemenuhan kelima faktor yang memperngaruhi law 
enforcement yakni:
16
 (1) Faktor hukumnya sendiri, yang didalam tulisan ini mengenai Undang-
Undang saja; (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan 
hukum; (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) Faktor 
masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; (5) Faktor 
kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di 
dalam pergaulan hidup. 
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Kendala-kendala Pihak Kepolisian Lalu Lintas dalam Proses Penegakan 
Hukum Pelanggaran Batas Kecepatan Kendaraan Bermotor di Wilayah 
Hukum Polres Wonogiri  
Kendala-kendala pihak kepolisian lalu lintas dalam proses penegakan 
hukum pelanggaran batas kecepatan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres 
Wonogiri dapat dilihat dari jawaban yang diberikan oleh Kasatlantas Polres AKP 
Sri Anggono sebagai berikut: (1) Pengetahuan masyarakat masih masih kurang 
terhadap aturan batas kecepatan; (2) Tidak tersedianya alat pengukur batas 
kecepatan kendaraan bermotor; (3) Jumlah kendaraan bermotor semakin banyak 




Pertama, kebijakan Hukum Pidana terhadap Pelanggaran Batas Kecepatan 
Kendaraan Bermotor. Orientasi kebijakan hukum pidana terhadap pelanggaran 
batas kecepatan dalam pasal 287 ayat (5) adalah bersifat represif atau penindakan. 
Sanski pidana kurungan dan denda yang melekat pada aturan tersebut memberi 
pengaruh efek jera pada pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan 
pelanggaran batas kecepatan. 
Kedua, implementasi Penegakan Hukum Pelanggaran Batas Kecepatan 
Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Wonogiri. Penegakan hukum 
terhadap pelanggaran batas kecepatan oleh pihak kepolisian tidak terlaksana. 
Polisi mengetahui substansi hukum aturan batas  kecepatan bahwa si pelanggar 
harus ditindak, namun upaya represif (penindakan) langsung tidak dilakukan. 
Ketiga, kendala-kendala Pihak Kepolisian Lalu Lintas dalam Proses 
Penegakan Hukum Pelanggaran Batas Kecepatan Kendaraan Bermotor di Wilayah 
Hukum Polres Wonogiri. Pengetahuan masyarakat masih kurang terhadap aturan 
batas kecepatan, tidak tersedianya alat pengukur batas kecepatan kendaraan 
bermotor, jumlah kendaraan bermotor semakin banyak menyulitkan pihak 




Bertolak dari kesimpulan di atas, penulis mengajukan beberapa saran 
sebagai berikut:  
Pertama, perlu pengadaan alat pendeteksi kecepatan (speed gun) untuk 
membantu pihak kepolisian mengukur kecepatan kendaraan bermotor yang 
melanggar batas kecepatan, yang kemudian alat ini berguna untuk memberikan 
informasi dalam bentuk data saat itu juga untuk digunakan sebagai bukti 
pelanggaran batas kecepatan, serta perlu adanya sosialisasi pendidikan lalu lintas 
pada masyarakat. Pendidikan ini penting karena memberikan pemahaman berupa 
pengetahuan terkait lalu lintas baik aturan-aturan lalu lintas, pengenalan rambu-
rambu lalu lintas termasuk rambu batas kecepatan. Pihak kepolisian dapat 
bersinergi dengan instansi lain maupun elemen masyarakat lain, misalnya instansi 
pendidikan, dinas perhubungan, maupun masuk dalam forum kemasyarakatan 
misalnya karangtaruna 
Kedua, kepada pemerintah daerah, perlu adanya penguatan forum lalu 
lintas dan angkutan jalan, khususnya untuk kabupaten Wonogiri seperti apa yang 
diamanatkan dalam undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa forum 
ini menjadi wadah kepolisian, dinas perhubungan, masyarakat, akademisi, dan 
pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan masalah-masalah 
pelanggaran lalu lintas, termasuk masalah pelanggaran batas kecepatan ini.  
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